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PRAKATA

Rasa syukur yang teramat dalam dan tiada kata lain yang patut kami
ucapkan selain mengucap rasa syukur. Karena berkat rahmat dan karunia
Tuhan Yang Maha Esa, buku yang berjudul “Hak Perempuan Di Indonesia Studi
Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 Tentang
Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum” telah
selesai di susun dan berhasil diterbitkan, semoga buku ini dapat memberikan
sumbangsih keilmuan dan penambah wawasan bagi siapa saja yang memiliki
minat terhadap pembahasan tentang Hak Perempuan Di Indonesia Studi
Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 Tentang
Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.

Akan tetapi pada akhirnya kami mengakui bahwa tulisan ini terdapat
beberapa kekurangan dan jauh dari kata sempurna, sebagaimana pepatah
menyebutkan “tiada gading yang tidak retak” dan sejatinya kesempurnaan
hanyalah milik tuhan semata. Maka dari itu, kami dengan senang hati secara
terbuka untuk menerima berbagai kritik dan saran dari para pembaca sekalian,
hal tersebut tentu sangat diperlukan sebagai bagian dari upaya kami untuk
terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan karya selanjutnya di masa
yang akan datang.

Terakhir, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang
telah mendukung dan turut andil dalam seluruh rangkaian proses penyusunan
dan penerbitan buku ini, sehingga buku ini bisa hadir di hadapan sidang
pembaca. Semoga buku ini bermanfaat bagi semua pihak dan dapat
memberikan kontribusi bagi pembangunan ilmu pengetahuan di Indonesia.

November, 2021

Penulis
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BAB 1

PENDAHULUAN

Hak asasi perempuan membutuhkan perhatian yang besar dalam
penegakan hukum. Hal ini untuk menghindari adanya bias gender dalam
penegakan hukum, yang tentu saja tidak sejalan dengan prinsip keadilan yang
dijunjung tinggi oleh hukum. Hukum didefinisikan dengan keadilan, begitu pula
sebaliknya bahwa keadilan adalah hukum itu sendiri. ini adalah definisi hukum
dalam arti keadilan (iustitia) atau ius/recht. Disini, arti hukum menandakan
peraturan yang adil tentang kehidupan masyarakat sebagaimana dicita-citakan.
Hukum dalam arti undang-undang (lex/wet) tetap dipandang sebagai sarana
untuk mewujudkan aturan yang adil tersebut (Theo, 1995). Apalagi hukum
digambarkan dalam sosok Dewi Themis, yang membawa pedang dan neraca,
sebagai gambaran bahwa hukum haruslah kokoh, kuat, dan tidak memihak.
Kenyataannya, hubungan antara hukum dan keadilan tidak begitu kausal
sifatnya. Hukum justru sering dijadikan alat untuk merampas sumberdaya
ekonomi, politik, sosial dan budaya masyarakat, sehingga hukum lebih
berfungsi melanggengkan proses pemiskinan. Sebagai sebuah konstruksi sosial,
jelas bahwa hukum tidak dapat memenuhi tuntutan akan keadilan, karena
sejak awal ia dirumuskan berdasarkan suatu ketidaksetaraan dan ketidakadilan
gender, dimana perempuan dan laki-laki didefinisikan secara berbeda tidak
saja menurut jenis kelamin, tetapi juga menurut definisi sosialnya (T.O Ihromi
dkk, 2000).

Harus diingat, bahwa hukum dalam dirinya sendiri juga penuh dengan
muatan kekerasan, yaitu yang dinamakan kekerasan struktural. Hukum dengan
muatan kekerasan ini tentu saja banyak bersifat represif, karena memuat
kondisi pengingkaran atau penundaan pemenuhan hak-hak asasi tertentu,
yang dikaitkan dengan suatu program pembangunan. Perempuan sering
menjadi korban produk undang-undang karena posisinya yang tidak
menguntungkan. Sebagai sesuatu vyang krusial diantaranya adalah
ketimpangan yang nyata jumlah perempuan dan laki-laki di parlemen.
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BAB 2

KAJIAN TEORETIS TENTANG HAK
PEREMPUAN DALAM TEORI NEGARA
HUKUM DAN TEORI HAK ASASI
MANUSIA

A. TEORI NEGARA HUKUM

Secara etimologis, pemaknaan negara hukum atau negara berdasarkan
atas hukum merupakan istilah yang berasal dari bahasa asing, seperti
“rechtstaat” (Belanda), "etet de droit” (Prancis), the state according to law,
“legal state”, "the rule of law"” (Inggris). Secara historis, Sejak abad ke-18,
istilah rule of law telah dikenal dan diadopsi secara luas di banyak negara, dan
istilah tersebut baru populer pada abad ke-19 dan ke-20. Di Indonesia, istilah
negara hukum telah digunakan sejak negara tersebut menyatakan diri
merdeka. Di Indonesia, istilah negara hukum sudah dikenal pada saat negara
telah mendeklarasikan diri sebagai negara berdaulat yang merdeka.

Sejak konsep negara hukum dianut, dalam setiap jenis negara hukum,
hukum harus menjadi dasar dari semua tindakan penguasa dan rakyatnya.
Hukum memiliki kedudukan tertinggi dalam negara, dan pemahaman tentang
kedaulatan rakyat dalam negara, rakyat dianggap berdaulat atas segala
sesuatu, yang memunculkan sistem demokrasi. Asas supremasi hukum
mengutamakan norma-norma yang tertuang dalam peraturan perundang-
undangan, sedangkan asas demokrasi mengutamakan partisipasi rakyat dalam
penyelenggaraan pemerintahan (Jimly Asshiddiqie, 1999).

Dalam negara hukum, penggunaan kekuasaan atau kekuasaan oleh
penguasa nasional dan/atau kekuasaan pemerintah tidak dapat dipisahkan dari
pembatasan hukum, karena penggunaan kekuasaan menyimpang dari konsep
pembagian kekuasaan, yang merupakan sifat atau ciri supremasi hukum.
Secara tradisional, konsep negara hukum selalu dikaitkan dengan prinsip
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BAB 3

KESETARAAN DAN KEADILAN
GENDER

A. PENGERTIAN

Ketika mendengar atau disebutkan kata gender, anggapan umum selalu
identik dengan “perempuan”. Implikasinya, banyak seminar, lokakarya,
pelatihan, simposium yang memasang kata gender sudah pasti pesertanya
mayoritas adalah perempuan. Lebih ironis lagi, ada anggapan bahwa ketika ada
kata gender atau pembicaraan yang menyangkut gender itu selalu diidentikkan
dengan feminisme, keradikalan perempuan, dan hanya membicarakan
masalah perempuan. Padahal yang sebenarnya jauh dari hanya membicarakan
salah satu pihak yakni perempuan. Gender adalah suatu konsep yang selalu
berusaha membicarakan masalah-masalah sosial laki-laki dan perempuan
secara seimbang. Kalaupun selama ini terkesan seperti hanya membela
perempuan dan selalu memperjuangkan hak-hak perempuan, karena memang
secara kuantitas dan kualitas memang kaum perempuan yang masih tertinggal
dan mengalami berbagai kendala untuk menuju kesetaraan dan keadilan
gender. Akan tetapi, sebenarnya, berbicara masalah gender adalah berbicara
masalah sosial, karena itu justru harus dibicarakan bersama antara laki-laki dan
perempuan (Tri Marhaeni, 2008).

Di dalam berbagai literatur ditemukan beberapa istilah yang digunakan,
yakni istilah Gender dan Feminisme. Istilah gender pertama kali diketengahkan
oleh para ilmuwan sosial untuk menjelaskan tentang perbedaan perempuan
dan laki-laki yang bersifat bawaan sebagai ciptaan Tuhan dan bentukan budaya
yang dikontruksikan, dipelajari dan disosialisasikan (Kementerian
Pemberdayaan Perempuan RI, 2003). Di Amerika Serikat, istilah “gender”
sudah mencuat pada Tahun 1960-an, di mana istilah tersebut dijadikan sebagai
suatu tuntutan hak, baik kepada negara maupun masyarakat sipil, dalam
bentuk perorangan atau golongan, dengan cara sekuler atau agamis,
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BAB 4

PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN
DALAM PERATURAN MAHKAMAH
AGUNG NO. 3 TAHUN 2017

A. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN BERHADAPAN

DENGAN HUKUM

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian
hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Jaminan
hukum yang melindungi perempuan telah ada dan negara wajib untuk
memastikan bahwa perempuan, sebagai warga negara memiliki perlindungan
dari segala tindakan diskriminasi termasuk dalam sistem peradilan serta
memiliki akses terhadap keadilan. Dalam implementasinya, perempuan tak
mudah untuk mendapatkan persamaan di depan hukum maupun akses
terhadap keadilan. Perempuan sering dihadapkan pada hambatan berganda
dalam rangka pemenuhan haknya karena adanya diskriminasi gender
berdasarkan cara pandang terhadap pria dan perempuan yang stereotip.
Pandangan yang stereotip gender dan perlakuan yang diskriminatif terhadap
perempuan dalam sistem peradilan berbanding lurus dengan aksesibilitas
perempuan untuk mendapatkan keadilan. Apabila perempuan mengalami
diskriminasi maupun stereotip negatif maka akan semakin terbatas akses
perempuan terhadap keadilan.

Menyeruaknya isu mengenai ketidaksetaraan gender di berbagai belahan
dunia termasuk di Indonesia bukanlah merupakan sesuatu hal yang baru. Di
dalam lingkungan masyarakat, sejatinya kaum wanita mempunyai kedudukan
dan peran yang tidak kalah pentingnya dengan pria pada umumnya. Namun,
seiring berjalannya waktu peranan ini mengalami dinamika yang berkembang
sesuai dengan perkembangan dan perubahan masyarakat. Dalam
perkembangan kehidupan manusia, peranan wanita tidak selamanya dapat
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BAB 5

URGENSI PERLINDUNGAN HAK
PEREMPUAN DALAM PERATURAN
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3
TAHUN 2017

A. KESETARAAN GENDER DALAM PENEGAKAN HUKUM

Setiap individu memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum baik
dalam segi perilaku, keadilan, maupun perlindungan. Adapun berdasarkan
teori kepastian hukum Gelijkheid van ieder voor de wet, dan teori keadilan
equality before the law termasuk dalam Pasal 27 ayat (1) Undang Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dimana telah tertulis dan
tercantum bahwa setiap orang berhak diperlakukan sama tanpa adanya
diskriminatif dan perlakuan yang biasa gender. Jaminan untuk perlindungan
dan kepastian hukum adalah hal mutlak untuk setiap manusia, agar mereka
dapat merasakan kehidupan hidup yang aman, tentram, serta nyaman tanpa
adanya pembedaan perlakuan yang diskiriminatif terkhusus pada pihak
perempuan.

Selanjutnya tidak menutup kemungkinan perilaku diskriminatif ini masih
saja terjadi baik dalam lingkup peradilan maupun lingkungan masyarakat,
terutama bersikap terhadap perempuan yang notabennya dianggap makhluk
lemah (inperior) sedangkan laki-laki dianggap makhluk kuat (superior).
Akibatnya sebagian masyarakat telah menenggelamkan kepentingan
perempuan korban, pelaku, dan saksi atas kepentingan yang lebih besar.
Sehingga cenderung beranggapan masalah tersebut merupakan persoalan
pribadi, yang tidak memiliki keterikatan sekalipun oleh aparat penegak hukum.
Hal tersebut dipengaruhi oleh cara pandang yang bias gender dan patriarkis,
sehingga hak itu membuat hak perempuan menjadi terabaikan.
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BAB 6

PENUTUP

Dari hasil penelitian, diketahui bahwa:

1.

Hakim di pengadilan agama secara umum sudah mengetahui keberadaan
PERMA No. 3 Tahun 2017. Sebagian besar hakim yang diwawancara sudah
mendasarkan putusan terhadap perkara perempuan berhadapan dengan
hukum pada PERMA No. 3 Tahun 2017. Diantara bentuk perlindungan hak
perempuan yang diberikan hakim pengadilan agama adalah dengan
memberikan penjelasan di persidangan kepada perempuan vyang
berhadapan dengan hukum dan secara ex-officio menetapkan dalam
putusan hak-hak perempuan berkaitan nafkah yang menjadi hak
perempuan yang diceraikan.

PERMA No. 3 Tahun 2017 memberikan penguatan secara normatif
terhadap perlindungan perempuan, khususnya dalam kondisi berhadapan
dengan hukum. dalam proses pemeriksaan terhadap perkara perempuan
berhadapan dengan hukum, hakim terikat pada asas, dan berbagai aturan
serta larangan, yang ditujukan untuk menghasilkan putusan yang
berkeadilan gender dan non-diskriminasi.
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HAK PEREMPUAN
DI INDONESIA

Studi Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017
Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum

Hukum haruslah berkeadilan gender sehingga dapat mengayomi dan
memberikan keadilan kepada perempuan. Untuk dapat menegakan hukum
yang berkeadilan gender, disamping hukum secara substansi, harus
diperhatikan hukum secara stuktur dan budaya. Berbagai instrument
hukum telah dibuat dengan tujuan yang sebenarnya mulia: mewujudkan
keadilan. Keadilan dapat terpenuhi apabila hukum mengandung nilai
kesetaraan sehingga aturan yang dibuat harus bebas dari diskriminasi.
Instrument Universal Declaration on Human Rights (UDHR)/Deklarasi
Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) misalnya, definisi HAM yang dibuat
adalah luas, tujuannya supaya manusia sedunia menghormati kemanusiaan
semuaorang.

Deklarasi tersebut memang tidak banyak menyatakan tentang
perempuan, namun article 1 dan 2 memuat bahwa hak dan kebebasan perlu
dimiliki oleh setiap orang tanpa diskriminasi berdasarkan semua hal,
misalnya asal usul keturunan, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama,
pendirian politik atau pendirian lainnya, kebangsaan atau asal usul sosial,
hak milik, status kelahiran ataupun status lainnya. Adanya poin
penghapusan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, menunjukkan bahwa
baik laki-laki maupun perempuan didudukkan dalam keadaan yang setara.
Terbitnya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 3 Tahun 2017 tentang
Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum,
ditujukan agar para Hakim memiliki acuan dalam memahami dan
menerapkan kesetaraan gender dan prinsip-prinsip non diskriminasi dalam
mengadili suatu perkara.

PERMA ini hadir memberikan definisi relasi kuasa itu sendiri dan
memberikan pedoman bagi hakim untuk mengkaji relasi kuasa pada saat
mengadili perkara yang melibatkan perempuan. PERMA ini merupakan
momentum yang baik untuk lahirnya putusan-putusan progresif yang
mengakomodir hak-hak korban khususnya perempuan serta mengantisipasi
penafsiran pasal-pasal dalam berbagai peraturan perundang-undangan
yang justru merugikan korban.
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